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ABSTRAK :    -  bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang jujur, bersih, bebas dari 

korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau 

pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan 
Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Ngawi; 

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi  ini 

adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian 

Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236); Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor  245 

tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 Tentang Pembehentian dan pengangkatan 
Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat 

KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2022. 

- Dalam Keputusan KPU Ngawi  Nomor 4 /HK.03.1-Kpt/3521/2022 tentang 

pembentukan unit penanganan pengaduan masyarakat dan unit pengendalian 
gratifikasi pada komisi pemilihan umum kabupaten ngawi tahun 2022 

 

CATATAN :     - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal   29 Maret  2022. 

- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi  Nomor   

4/HK.03.1-Kpt/3521/2022 tentang  Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi  di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi. 
 

 


